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ABSTRAK 

Heru Dwi Herbowo 

Aksesibilitas merupakan salah satu elemen penting dalam pelaksanaan 

pemilihan umum bagi pemilih penyandang disabilitas yang harus dipenuhi. Hal 

tersebut bertujuan untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam melakukan 

aktivitas terkait pemilihan umum dan akses yang ada di Tempat Pemungutan 

Suara (TPS), agar mereka dapat memperoleh hak politik nya secara optimal tanpa 

hambatan dan kendala-kendala  kedisabilitasanya. Untuk itu sarana dan prasarana 

terkait penyelenggaraan Pemilu perlu di sesuaikan dengan kebutuhan mereka. 

Terutama terkait dengan media pemungutan suara agar mendapatkan perhatian 

yang serius dari KPU selaku penyelenggara pemilihan umum.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan subjek penelitian 

antara lain, KPU Kota Yogyakarta, Relawan Basis Disabilitas, PPK, PPS, 

komunitas disabilitas, serta para pemilih penyandang disabilitas. Sedangkan objek 

penelitian disini yaitu pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam 

penyelenggaran pemilu 2019 di Kota Yogyakarta. Untuk memperoleh informasi  

peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur dengan menggunakan 

Interview Guide, serta dokumentasi.  

Peneliti telah menemukan bahwa pemenuhan aksesibilitas penyandang 

disablitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kota Yogyakarta terdapat 

beberapa layanan dan fasilitas khusus untuk pemilih penyandang disabilitas. 

Namun, masih ada beberapa kekurangan akan layananan dan fasilitas bagi 

penyandang disabilitas yang disebabkan oleh belum memadainya kapasitas 

sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada. 

KATA KUNCI : Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas, Pemilu 2019. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sudah merupakan pengetahuan umum bahwa setiap manusia dalam kondisi 

apapun seperti para penyandang disabilitas (PD), mereka merupakan makhluk 

yang paling mulia dan tinggi kedudukannya di antara mahluk ciptaan Tuhan 

lainnya. Mengapa demikian, karena selain dianugerahi kecerdasan aqliah 

(Intelectual Quetion), Tuhan juga melengkapi manusia dengan kecerdasan nurani 

(Emotional Quetion), serta kecerdasaan iman (Spiritual Quetion).
1
  

Penyandang disabilitas menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2016 adalah  

“setiap orang yang memiiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, 

dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan 

lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara 

penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak’’.
2
  

Peraturan tersebut merupakan hasil amandemen dari Undang-Undang 

sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, 

penggunaan istilah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan 

penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru.  

Berbicara mengenai pemenuhan hak, setiap manusia tentu berhak 

memperoleh hak nya dan negara telah menjamin itu dalam Undang-Undang No. 

39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu  

                                                             
1
 Ary Ginanjar, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi Dan Spiritual ESQ, 

Emotional Spiritual Quotient The ESQ Way 165, (Jakarta: Arga Tilanta, 2000), hlm. 288. 

 
2
  Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 ayat (1) 
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“seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia 

sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, 

dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi 

kehormatannya, serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
3
   

Diantara hak-hak yang terangkum dalam hak asasi manusia ialah hak asasi 

politik atau dikenal dengan political right (hak politik).  Berkaitan dengan hal 

tersebut didalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara telah 

mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama 

dalam hukum dan pemerintahan.
4
 Oleh karena itu setiap penyandang disabilitas 

berhak untuk ikut serta dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih dan dipilih 

dalam pemilu serta hak untuk bergabung dan mendirikan partai politik tertentu. 

Berkaitan dengan hak politik bagi para penyandang disabilitas di Indonesia 

hingga saat ini masih menjadi isu yang sering dibicarakan oleh para aktivis 

maupun pegiat disabilitas. Salah satu isu penting adalah aksesibilitas. 

Aksesibilitas merupakan permasalahan yang kompleks, terutama terkait dengan 

aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas yang hak-haknya sering diabaikan 

begitu saja, selain itu masih terjadi diskriminasi dalam proses implementasi 

pemenuhan hak-hak politik bagi penyandang disabilitas. Hingga saat masih 

banyak fasilitas umum yang belum menjangkau dan aksesibel bagi para 

penyandang disabilitas. Oleh karena itu dibutuhkan aksesibilitas dalam fasilitas 

publik (umum), baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun non 

pemerintah.  

                                                             
3
  Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1) 

4
  Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 27 ayat (1)  
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lelly Nuraviva mengatakan bahwa   

toilet di Terminal Tirtonadi belum dapat dikatakan ramah terhadap penyandang 

disabilitas sebab pintu toilet masih terlalu sempit untuk akses penyandang 

disabilitas terutama yang menggunakan kursi roda. Kloset yang dipasang pun 

menggunakan model jongkok bukan duduk. Untuk penyandang disabilitas 

khususnya mereka yang menggunakan kursi roda dan kruk sangat kesulitan untuk 

jongkok dan tidak ada hand rail. Manfaat adanya hand rail adalah ketika 

penyandang disabilitas pindah ke kursi roda itu ada pegangannya, jika tidak ada 

maka mereka bisa terpeleset dan jatuh. Toilet tersebut juga tidak dilengkapi 

dengan huruf braille, dimana hal tersebut sangat bermanfaat untuk  penyandang 

disabilitas tuna netra sehingga untuk menunjukkan bahwa toilet tersebut adalah 

toilet wanita dan toilet pria.
5
 Hal ini membuktikan bahwa pembangunan fasilitas 

publik belum memenuhi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas karena 

fasilitas tersebut belum mempermudah mereka dalam mengaksesnya. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. 

Hal ini dibuktikan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi, baik berupa 

Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Gubernur 

(Pilgub), Pemilihan Bupati (Pilbup), serta Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang 

diselenggarakan secara langsung dan dipilih oleh rakyat. Dengan demikian, secara 

tidak langsung negara memberikan hak kebebebasan kepada setiap warganya 

untuk berpatisipasi dalam pengambilan keputusan dan menentukan suatu 

peraturan baik dalam ranah pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, bahkan hingga 

                                                             
5
 Lelly Nuraviva, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Public Di 

Kota Surakarta,  Jurnal,  10. 
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tingkatan terkecil, yaitu desa. Sehingga, orang-orang yang terpilih sebagai 

pemimpin, kelak dapat membuat aturan atau kebijakan yang berpihak pada rakyat 

serta mampu memberikan perubahan yang lebih baik. Peraturan atau kebijakan 

merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan 

cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai 

tujuan.
6
 

Permasalahan mengenai disabilitas (different ability) hingga saat ini masih 

menyisahkan berbagai perdebatan, terutama apabila dikaitkan dengan kebijakan 

negara dalam merespon isu tersebut. Disatu sisi, meskipun negara telah 

meratifikasi  konvensi hak-hak penyandang disabilitas (Convention on the Right 

Persons with Disabilities)  yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB melalui 

Resolusi A/16/06 pada Desember 2006, melalui Undang-undang No. 19 tahun 

2011 tentang  Pengesahan Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas.  

Salah satu hak penyandang disabilitas adalah hak untuk memilih pada saat 

Pemilihan Umum (Pemilu). Masih banyak terdapat kasus diskriminasi terhadap 

para pemilih penyandang disabilitas. seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 di 

Daerah Istimewa Yogyakarta, kendati pemilu telah usai, namun menyisahkan 

sejumlah persoalan, khususnya bagi penyandang disabilitas di Yogyakarta. 

Mereka kecewa terhadap penyelenggara pemilu yang dinilai masih belum 

memenuhi hak dan kewajiban penyandang disabilitas. Gerakan Aksesibilitas 

untuk Demokrasi (Gandem) yang terdiri dari beragam organisasi penyandang 

                                                             
6
  Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta, CV, 2010), 7. 
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disabilitas Yogyakarta menilai, pemerintah telah melakukan upaya kesetaraan 

sesuai pasal 5 UU No. 7 tahun 2017 tentang penyandang disabilitas yang 

mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih.
7
  

KPU Kota Yogyakarta merupakan lembaga penyelenggara pemilu pertama 

didaerah yang melakukan pemungutan suara dengan mengakomodir kepentingan 

para pemilih disabilitas. dibuktikan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  

(DIY) yang memperoleh penghargaan Pemilu Akses pada tahun 2014 dalam 

penyelenggaraan pemilihan umum yang meilbatkan banyak stakeholder terkait, 

seperti komunitas dan para pegiat disabilitas di Yogyakarta.
8
 Hal tersebut tentu 

patut diapresiasi karena merupakan sebuah terobosan yang pertama kali dilakukan 

di Indonesia dalam sejarah pemilihan umum sejak awal diselenggarakan yaitu 

pada tahun 1955.  Awal mula penyelenggaraan pemilu akses ini, karena para 

komisioner KPU DIY pada saat itu merasa bahwa masih banyak sekali pemilih 

penyandang disabilitas yang tidak terdata dengan baik. Sehingga tidak bisa 

menggunakan hak pilihnya, Selain itu, belum ada sosailaisasi dari petugas terkait 

penggunaan template yang tidak dipahami oleh pemilih difabel, peraga visual bagi 

difabel rungu, dan belum adanya koordinasi terkait sosialiasisi terhadap pemilih 

difabel secara terorganisir. Banyak TPS yang belum aksesibel dan belum ramah 

difabel.
9
  

                                                             
7
 https://jogjainside.com/penyandang-disabilitas-kecewa-penyelenggaraan-pemilu-2019/ 

diakses pada kamis, 27 juni 2019 pukul 10.01 
8
  I Gusti Made, “Membangun Pemilu Inklusif Untuk Difabel  (Studi Kasus Pilwali Tahun 

2017,” Jurnal Ilmu Politik Indonesia., Vol.2 No.1,(Juli-Spetember 2017), 57-65. 
9
  KPU Kota Yogyakarta, Komitmen untuk kawanku difabel (Upaya dari KPU Kota 

Yogyakarta menuju pemilu ramah difabel), (KPU Kota Yogyakarta, 2014) 
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KPU sebenarnya memiliki perhatian besar bagi pemilih penyandang 

disabilitas. Buktinya, banyak aturan hukum dibuat untuk memayungi layanan bagi 

mereka. Sayangnya, pelaksanaan niat baik itu belum sepenuhnya maksimal di 

lapangan. Banyak penyandang difabel tidak memiliki akses ke TPS. Untuk 

membantu membuka akses itu, empat organisasi peduli difabel di Yogyakarta 

membentuk Gerakan Aksesibilitas untuk Demokrasi (GANDEM). Keempat 

organisasi itu adalah Samasetara, Center for Improving Qualified Activity in Life 

of People with Disabilities (CIQAL), Difabike, dan Organisasi Harapan Nusantara 

(Ohana Indonesia). Layanan mereka adalah penjemputan dari rumah ke TPS dan 

sebaliknya, bagi kelompok rentan agar bisa mencoblos.
10

  

Hal-hal tersebut diatas perlu mendapatkan perhatian yang serius dari 

pemerintah dan masyarakat. Mereka, para penyandang disabilitas yang mengalami 

permasalahan dalam hal mengakses pemilu sudah selayaknya mendapatkan 

pelayanan publik yang sama, dalam hal ini hak untuk berpatisipasi dalam pemilu, 

agar dapat menggunakan hak suaranya dan mendapatkan akses yang sama 

(aksesibel). Oleh karena itu penelitian ini hendak meneliti tentang “Implementasi 

Pemilu Akses di Kota Yogyakarta.”  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, masalah dalam penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Mengapa implementasi pemilu akses di Kota Yogyakarta belum optimal? 

                                                             
10

https://www.voaindonesia.com/a/pemilu-2019-belum-ramah-bagi-difabel/4885841.html 

diakses pada Rabu, 8 Mei 2019 pukul 10.57 
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C. Manfaat dan Tujuan Penelitian 

Selanjutnya, secara umum diharapkan hasil penelititan ini dapat memberikan 

informasi kepada khalayak umum terkait hak dan peluang bagi para penyandang 

disabilitas dalam mempleroleh pelayanan dan mengakses informasi, khususnya 

dalam penyelenggaraan Pemilu.  Sedangkan secara khsusus kegiatan yang 

diperoleh dari penelitan ini adalah: 

1. Bagai akademisi, penelitan ini diharapkan mampu memberikan 

pemahaman, sumbangan pemikiran, serta landasan teoritis yang dapat 

digunakan agar akademisi dapat melakukan kajian serta penelitian 

lanjutan, khususnya bagi penyelenggaraan pemilu akses. 

2.  Bagi institusi, penelitan ini memberikan pemahaman bagaiamana 

aksesibilitas penyanyag disabilitas, sehingga lembaga atau institusi dapat 

merumuskan kebijakan terkait keberadaan difabel serta diharapkan sebagai 

refrensi dan bahan evaluasi di KPU 

3. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana 

pengembangan intelektualitas. 

D. Kajian Pustaka 

Salah satu hal yang paling penting dan harus dilakukan dalam sebuah 

penelitian adalah melihat dan membandingkan penelitian yang kita lakukan 

dengan penelitian terdahulu, hal ini perlu dilakukan karena kita bisa 

mengetahui perbedaan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti sendiri. Dalam 

hal ini, peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang memiliki 
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kemiripan dengan penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu 

yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang dikaji oleh peneliti, 

antara lain:  

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Soleh, dengan judul 

“Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi (Studi 

Kasus di Empat Perguruan Tinggi).”
11

 Penelitian ini membahas tentang 

aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di perguruan tinggi. Dimana terdapat 

diskriminasi dalam memperoleh hak pendidikan,terutama di perguruan tinggi. 

Hingga saat ini masih jarang perguruan tinggi yang membuka dan menerima 

mahasiswa penyandang disabilitas. Karena keterbatasan fisik yang 

dimilikinya, mereka dianggap tidak akan mampu mengikuti program 

perkuliahan serta dapat menggangu jalannya proses belajar mengajar didalam 

dan diluar kelas. Oleh karena itu  mereka harus berjuang keras guna 

memperoleh persamaan dan kesempatan dalam mengakses hak pendidikan di 

perguruan tinggi. Disertasi ini mengivestigasi sejauh mana penyandang 

disabilitas memiliki aksesibilitas terhadap empat PTN di Yogyakarta, yaitu 

Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), 

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Institut Seni Indonesia (ISI). 

Bagaimana pandangan dan pemahaman pimpinan keempat PTN tersebut 

terhadap penyandang disabilitas dalam konteks pendidikan tinggi, bagiamana 

kebijakan pendidikan mereka terhadap penyandang disabilitas. adakah 

                                                             
11

  Akhmad Soleh, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas  Terhadap Perguruan Tinggi 

(Studi Kasus Empat Perguruan Tinggi) Negeri di Yogyakarta), Disertasi, (Yogyakarta: Program 

Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014). 
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peraturan yang secara eksplisit dan khusus mengatur dan mengakomodasi 

kepentingan dan kebutuhan penyandang disabilitas untuk belajar, bagaimana 

aksesibilitas keempat PTN tersebut, baik dari segi fisik maupun non-fisik, 

serta bagaimana seharusnya kampus mengkontruksi model pendidikan tinggi 

yang dapat diakses oleh mahasiswa penyandang disabilitas. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan 

menggunakan pendekatan fenomenalogi serta pendekatan kebijakan 

pendidikan. Metode pengumpulan data melalui wawancara, survei, observasi, 

dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan model interaktif yang 

meliputi pengumpulan data,reduksi data, display data, kesimpulan dan 

verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditemukan beberapa 

kesimpulan, yaitu Pertama, pimpinan UGM dan ISI berpandangan “model 

sosial” dengan kecenderungan “model tradisional”. Pimpinan UIN 

berpandangan “model sosial” dengan kecenderungan “model medis”. 

Sedangakn pimpinan UNY berpandangan “model sosial” saja. Kedua, 

kebijakan di UNY dan ISI belum menunjukan sensitifitas terhadap pendidikan 

bagi penyandang disabilitas, sedangkan telah melakukan kebijakan 

pendidikannya melalui Anggaran Rumah Tangga (ART), UIN mempunyai 

“core values” terkait perbedaan dan pluralitas. Ketiga, aksesibilitas non fisik 

dan fisik telah diberikan oleh keempat PTN tersebut. Keempat,  hanya UIN 

yang mengarah pada model pendidikan akomodatif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Soleh hampir sama dengan 

penelitian ini. Objek penelitiannya sama-sama mengkaji tentang aksesibilitas 
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penyandang disabilitas. Namun, terdapat perbedaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian ini berfokus pada aksesibilitas 

penyandang disabilitas dalam Pemilu 2019, sedangkan Disertasi yang ditulis 

oleh Ahmad Soleh meneliti tentang aksesibilitas penyandang disabilitas 

terhadap perguruan tinggi (kampus). Lokasi penelitian juga berbeda, 

penelitian Ahmad dilakukan di empat Perguruan Tinggi Negeri di DIY. 

Sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta. Fokus kajian 

penelitian ini juga berbeda yaitu tentang Pemilu Akses. 

Penelitian kedua berjudul “ Aksesibilitas Perpustkaan Bagi Difabel 

Berdasarkan Pada Standari IFLA di UPT. Balai Pelayanan Perpustakaan 

Grahatama Pustaka, BPAD DIY.”
12

 Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis dan mendeskripsikan mengenai aksesibiitas perpustakaan bagi 

difabel berdasarkan pada standar IFLA. Metode penelitian menggunakan 

deskriptif kuantitatif, melalui dokumentasi, wawancara, obsesrvasi yang 

didasarkan pada standard IFLA Checklist di lapangan.  

Hasil temuan lapangan menyatakan bahwa Perpustakaan Grahatama 

Pustaka BPAD DIY “hampir sesuai” dengan standard IFLA. Dari segi fisik 

telah memenuhi aksesibilitas antara lain, ketersediaan lift, toilet khusus 

difabel, ramp dan pintu masuk. Disisi lain aspek yang perlu diperhatikan 

antara lain ketersediaan simbol internasional, tanda penunjuk arah atau lokasi, 

ketinggian rak dan meja, srikulasi yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan 

                                                             
12

 Ema Puji Lestari,  Aksesibilitas Perpustkaan Bagi Difabel Berdasarkan Pada Standari 

IFLA di UPT. Balai Pelayanan Perpustakaan Grahatama Pustaka, BPAD DIY, Tesis, 

(Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017) 
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difabel dalam ruangan. Dari segi format media perpustakaan telah 

menyediakan koleksi braile untuk pemustaka tunanetra, serta ebook dan 

koleksi audio vcd/cd serta dilengkapi dengan computer yang telah terinstal 

program pembaca layar. Perpustkaan juga telah memiliki staf khusus pada 

ruang koleksi braile. Paket layanan khusus bagi pemustaka difabel dan 

kerjasama dengan berbagai organisasi difabel.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ema hampir sama dengan penelitian ini. 

Objek penelitiannya sama-sama mengkaji tentang aksesibilitas penyandang 

disabilitas. Namun, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, yaitu penelitian ini berfokus pada aksesibilitas penyandang disabilitas 

dalam Pemilu 2019. Sedangkan Tesis Ema berfokus pada aksesibilitas 

penyandang disabilitas dalam Perpustakaan Grahatama Pustaka BPAD DIY. 

Lokasi penelitian juga berbeda, penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta. 

Sedangkan penelitian Ema dilakukan di Banguntapan, Bantul. Fokus kajian 

penelitian ini juga berbeda, yaitu Pemilu Akses. 

Penelitian ketiga berjudul “Aksesibilitas Pemilu Bagi Penyandang 

Disabilitas Di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Pada 

Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018. “
13

 Penelitian  membahas 

tentang aksesibilitas  pelaksanaan pemilu bagi penyandang disabilitas di 

Kecamatan Karawang pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. 

Dilatarbelakangi oleh ketidakberpihakan yang kurang pada kalangan 

                                                             
13

  Nelly Martini, Eka Yulyana, “Aksesibilitas Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas Di 

Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 

2018,”  Jurnal Politikom Indonesiana, Vol 3 No. 2 (Desember 2018). 163-178. 
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disabilitas pada pemilu sebelumnnya.  Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian deskriptif kualitatif. Untuk menggali data dan informasi 

menggunakan tehnik wawancara, observasi non partisipan, serta melalui studi 

pustaka dengan mempelajari literature yang berasal dari buku, jurnal 

elektronik, surat kabar, peraturan dan dokumen yang berhubungan dengan 

topic penelitian.  

Hasil penelitian yang ditemukan bahwa aksesibilitas pemilih disabilitas 

pada pemilihan gubernur jawa barat pada tahun 2018 di kecamatan karawang 

timur belum optimal, karena pada saat pra pemiluihan KPUD dalam 

memberikan sosialisasi terhadap pemilih disabilitas tidak menjangkau semua 

wilayah, sehingga mengakibatkan hanya 39,2% pemilih disabilitas yang 

mengggunakan hak suaranya yaitu sebanyak 20 orang dari total pemilih 

disabilitas sebanyak 51 orang. Hal ini mengakibatkan tidak semua penyandang 

disabilitas  memberikan hak suaranya pada saat pemilihan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Nelly dan Eka ini hampir sama dengan 

penelitian ini. Objek penelitiannya sama-sama mengkaji tentang aksesibilitas 

penyandang disabilitas. Namun, terdapat perbedaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian ini berfokus pada aksesibilitas 

penyandang disabilitas dalam Pemilu 2019, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Nelly dan Eka tentang Aksesibilitas Pemilu bagi penyandang 

disabilitas  pada Pemilihan Gubernur 2018. Lokasi penelitian juga berbeda, 

penelitian yang dilakukan oleh Nelly dilakukan di Karawang Timur, 
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Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sedangkan penelitian ini di lakukan di 

Kota Yogyakarta. 

Penelitian keempat yang berjudul “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas 

Terhadap Fasilitas Publik  di Kota Surakarta.”
14

  Dalam penelitian tersebut 

dijelaskan bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 

tentang keseteraan difabel, maka pemerintah Kota Surakarta sudah 

mempunyai komitmen untuk memperhatikan penyandang disabilitas. Namun, 

banyak penelitian yang terdahulu yang mengatakan bahwa fasilitas publik 

belum optimal dalam memberikan pelayanan serta hak kaum disabilitas. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahw Pemerintah Kota Surakarta telah 

berusaha memenuhi hak penyandang disabilitas sebagai warga negara (citizen) 

dengan menyediakan Perda Kesetaraan difabel. Namun, dari segi 

implementasi kebijakan belum optimal, dengan melihat banyaknya fasilitas 

publik di Kota Surakarta yang tidak aksesibel. Hal dikarenakan kurangnya 

pengetahuan dan pemahaman tentang aksesibilitas penyandang disabilitas para 

policy maker sebagai penyelenggara negara. Keterlibatan banyak pihak dalam 

membuat implementasi kebijakan tidak efektif, adanya anggaran yang tidak 

spesifik menyebabkan pembangunan fasilitas publik tidak efektif, serta belum 

                                                             
14

  Lelly Nuraviva, “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik di 

Kota Surakarta,”  Jurnal of Politic and Government Studies. Vol 7, No. 1 (2018). 1-28. 
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adanya koordinasi berupa advokasi antara dinas sosial dengan dinas-dinas 

lainnya.   

Penelitian yang dilakukan oleh Lelly hampir sama dengan penelitian ini. 

Objek penelitiannya sama-sama mengenai aksesibilitas penyandang 

disabilitas. Namun, terdapat perbedaan dengan penelitain yang dilakukan leh 

peneliti, yaitu penelitian ini berfokus pada aksesibilitas penyandang disabilitas 

dalam Pemilu. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lelly berfokus pada 

aksesibilitas penyandang disabilitas  terhadap fasilitas publik. Lokasi 

penelitian ini juga berbeda. Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta, 

sedankan penelitian Lelly dilakukan di Kota Surakarta. Fokus kajian 

penelitian ini juga berbeda, yaitu Pemilu Akses.   

Penelitian kelima yang berjudul “Perspektif Disabilitas Dalam Pemilu 

2014 Dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia Bagi Terbangunya Pemilu 

Inklusif Di Indonesia.” 
15

 Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa peneliti 

merupakan bagian dari anggota komunitas  difabel yang mengawal proses 

pemilihan di empat daerah, yaitu  Makasar, Balikpapan, Bantul, Situbondo. 

Dari keempat daerah yang telah diorganisir oleh SIGAB, menunujukan bahwa 

perspektif disabilitas menjadi sebuah cara pandang yang dapat memperkaya 

ilmuan maupun praktisi pemilu guna memahami kekurangan kapasitas 

pengetahuan mereka dan sistem pemilunya sendiri bukan saja secara 

prosedural namun secara substansial.  
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  Ishak Salim,   Perspektif Disabilitas Dalam Pemilu 2014 Dan Kontribusi Gerakan 

Difabel Indonesia Bagi Terbangunya Pemilu Inklusif Di Indonesia  , Jurnal Magiseter Ilmu Politik 

Universitas Hasanudin, Vol. 1 No. 2 (Juli, 2015).127-156. 
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Hasil penelitian diatas menunjukan bahwa jaminan aksesibilitas masih 

sangat kurang dalam  penyelenggaraan pemilihan umum legislatif tahun 2014. 

Ada beberapa rekomendasi terkait temuan lapangan tersebut, antara lain: 

pertama, peserta pemilu baik secara individual maupun kelembagaan (partai 

politik) perlu memasukan perspektif disabilitas sebagai salah satu cara 

organisasi memandang realitas masyarakat. Kedua, guna menghindari 

diskriminasi terhadap penyandang disabilitas maka peneyelenggara pemilu 

perlu mendalami kajian dan persepktif tentang disabilitas. Ketiga, secara 

teknis hendaknya penyelnggara pemilu memperhatikan penempatan lokasi 

TPS yang askesibel dan mudah terjangkau oleh difabel. Keempat, 

penyelenggara pemilu hendaknya bersungguh-sungguh dalam 

mengimplementasikan pemilu yang aksesibel melalui pengadaan berbagai 

kebutuhan  logistik seperti alat bantu pencoblosan, template, dan lain-lain. 

Kelima, perbaikan sistem dalam  penyelenggaran pemilu, agar semua difabel 

dapat didata dan memperoleh hak politiknya. Keenam, penyelenggara pemilu 

hendaknya lebih terbuka terhadap ide-ide inovatif dalam penyelenggaraan 

pemilu inklusif yang dapat meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ishak hampir sama dengan penelitian ini. 

Objak penelitiannya sama-sama mengkaji tentang aksesibilitas penyandang 

disabilitas. Namun, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, yaitu lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian Ishak dilakukan di 

empat daerah yaitu Bantul, Makasar, Situbondo, Balikpapan, sedangkan 

penelitian dilakukan di satu daerah yaitu Kota Yogyakarta.  
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Penelitian keenam yang dilakukan oleh Umi Muslikhah berjudul, “ 

Perlindungan Ham Dan Hak Politik Kaum Disabilitas Dalam Pemilihan 

Umum.”
16

 Dalam peneltian ini dijelaskan bahwa perlindungan ham dan hak 

politik kaum disabilitas telah diatur dalam konstitusi UUD 1945 yaitu pasal 28 

E ayat 3, pasal 28 ayat 1 dan 2. Dalam undang-undang no. 19 pasal 29 tentang 

pengesahan CRPD (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas) dan 

instrumen hukum lainnya dalam pemilu. Upaya penyediaan sarana dan 

prasarana serta layanan yang aksesibel merupakan gerakan mendasar yang 

perlu dipahami dan disadari oleh pemerintah dan masyarakat lndonesia.   

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pekasanaan pemilu legislatif 

2014 di Kota Pekanbaru masih mengalami kendala mulai dari tahapan 

sosialisasi hingga pemungutan dan perhitungan suara, antara lain kurangnya 

instrument hukum yang mendukung aksesibilitas bagi kaum disabilitas. 

penyampaian sosialisasi yang tidak memperhatikan hambatan bagi tuna netra 

dan tuna rungu. Penyampaian materi kampanye oleh para calon legislatif dan 

partai politik peserta pemilu belum mendukung kebutuhan disabilitas netra 

dan rungu. Kurang tersedianya aksesibilitas bagi pemilu legislatif. Tidak 

tersedianya daftar pemilih tetap (DPT) dengan klasifikasi disabilitas tertentu. 

Penelitian yang dilakukan oleh Umi hampir sama dengan penelitian ini. 

Objek penelitiannya sama-sama mengkaji tentang penyandang disabilitas. 

namun, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 
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  Umi Muslikhah,    Perlindungan Ham Dan Hak Politik Kaum Disabilitas Dalam 

Pemilihan Umum   , Jurnal UIR Law Review, Vol 01 No 01, (April, 2017).93-100. 
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yaitu penelitian ini berfokus pada aksesibilitas penyandang disabilitas. Lokasi 

penelitian juga berbeda. Penelitian Umi dilakukan di Kota Pekanbaru, 

sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta.  

Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh I Gusti Gede Made Gustem Lasida 

dengan judul, “ Membangun Pemilu Inklusif Difabel (Studi Kasus Pilwali 

Kota Yogyakarta 2017.”
17

 Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa masih 

banyak terdapat hambatan dan ketiberpihakan terhadap kaum difabel, mulai 

dari hambatan struktural, fisik, sikap, teknologi, hingga jaringan yang harus 

ditanggapai dengan saling bahu membahu antara penyelenggara pemilu, 

pengawas dan organisasi difabel.  Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta 

karena KPU berhasil meraih penghargaan dari KPU RI untuk kategori Pemilu 

akses. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan 

data menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi.  

Hasil penelitian  ini menyatakan bahwa masih terdapat beberapa hambatan 

yang menjadi isu utama bagi difabel dalam pemilu, hal ini mengakibatkan 

masih belum terjadinya kesetaraan atau perlibatan difabel secara 

berkesinambungan dalam proses pemilu. Walapun sudah dilibatkan relawan 

demokrasi dan diberikan simulasi TPS.  Penyelenggara pemilu harus menjalin 

kerjasama yang baik dengan organisasi difabel dalam segala lini, sehingga 

bisa mengambil kebijakan yang berpihak pada difabel dan menghasilkan 

solusi guna meningkatkan pemilu inklusif. 

                                                             
17

  I Gusti Gede Made Gustem Lasida,    Membangun Pemilu Inklusif Difabel (Studi 

Kasus Pilwali Kota Yogyakarta 2017)  , Jurnal Politik Indonesia Vol.2 No.1, (Juli-September, 

2017).57-64.  
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Penelitian yang dilakukan oleh I Gusti hampir sama dengan penelitian ini. 

Objek penelitianya sama-sama mengkaji tentang Penyandang disabilitas. 

Namun, terdapat perbedaan dengan penelitain yang dilakukan oleh peneliti 

yaitu fokus kajian pada penelitian I Gede lebih kepada Pilwali 2017 di Kota 

Yogyakarta, sedangkan penelitian ini berfokus pada Pemilu Akses 2019 di 

Kota Yogyakarta.  

Penelitian kedelapan yang dilakukan oleh Agus Riwanto, dkk dengan 

judul, “ Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Difabilitas Dalam 

Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan 

Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal”.
18

  Dalam penelitian ini 

dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah memiliki tanggungjawab 

untuk meningkatkan partisipasi permilih penyandang disabilitas sebagai 

wujud pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara dalam pemilu 

legislatif di daerah. Tujuan penelitian ini untuk memetakan peraturan 

perundang-undangan tentang perlindungan dan penghormatan hak asasi 

manusia pemilih disabilitas dalam pemilu.  Dengan menggunakan metode 

penelitian sosio-legal. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat peraturan hukum 

internasional dan hukum nasional. Hambatan yang dialami kaum disabilitas, 

meliputi tidak ada keseragaman tentang kajian disabilitas, budaya masayarakat 

                                                             
18

  Agus Riwanto, dkk,     Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Difabilitas Dalam 

Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna 

Penguatan Demokrasi Lokal  Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 4 No. 3, 

( 2018). 697-718. 
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yang cenderung menstigma buruk, tidak diperhitungkan hak suaranya, kurang 

akuratnya data pemilih disabilitas. Adapun kebijakan yang dilaksanakan 

KPUD dalam meningkatkan partisipasi disabilitas, yaitu melaksanakan UU 

NO.9 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 

Sedangakan hambatanya, yaitu lemahnya kesadaran keluarga dan 

masayarakat, lemahnya sumber daya manusia petugas pendaftaran pemilih 

dan data Daftar Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tidak menyebutkan informasi 

mengenai disabilitas.  

Penelitian yang dilakukan oleh Riwanto hampir sama dengan penelitian 

ini, objek penelitiannya sama-sama mengkaji tentang penyandang disabilitas. 

namun, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 

yaitu penelitian ini berfokus pada aksesibilitas penyandang disabilitas, 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Riwanto berfokus pada pemenuhan 

Hak Asasi Manusia (HAM) penyandang disabilitas. Lokasi penelitian juga 

berbeda. Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta, sedangkan Penlitian 

Riwanto dilakukan di Kabupaten Sragen.  

Penelitian kesembilan yang dilakukan oleh Hilmi Ardani Nasution dan 

Narwadiyanto berjudul “Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang 

Disabilitas Kontestasi Pemilihan Umum : Studi Daerah Istimewa 

Yogyakarta”.
19

 Penelitian ini membahas tentang bagaimana pemenuhan hak 

politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilu yang berspektif HAM (Hak 
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  Hilmi Ardani Nasution, Narwadiyanto,   Memilih Dan Dipilih, Hak Politik 

Penyandang Disabilitas Kontestasi Pemilihan Umum : Studi Daerah Istimewa Yogyakarta  , 

Jurnal HAM, Vol 10 No. 2, (Desember 2019).161-178. 



20 
 

 
 

Sipil dan Politik) serta hambatan yang dialami dalam mewujudkan hak politik 

penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

perspektif deskriptif. Dengan mengumpulkan data primer dari para 

stakeholder terkait di Yogyakarta melalui wawancara mendalam. Sedangkan 

sumber sekunder berasal dari media masa, literature, dan pemberitaan di 

internet.  

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pemenuhan hak memilih dan dipilih 

di Provinsi DIY sudah dilakukan oleh KPUD DIY dengan memberi fasilitas 

kepada pemilih penyandang disabilitas.  Selain itu KPU DIY juga aktif 

melakukan pendataan penyandang disabilitas untuk masuk ke dalam Daftar 

Pemilih Tetap (DPT). Partai politik juga telah membuka pintu selebar-

lebarnya kepada seluruh kalangan, termasuk penyandang disabilitas untuk 

berpartisipasi dalam aktivitas politik. Bahkan kedepanya parpol di Provinsi 

DIY akan mendorong penyandang disabilitas untuk berpartisipasi lebih aktif 

karena bisa menjadi nilai tambah parpol membentuk citra partai yang lebih 

baik, agar diterima oleh masyarakat luas.  

Hambatan dalam pemenuhan hak memilih dan pilih ditemukan pada 

kerangka regulasi dan implementasi. Pada ranah regulasi memang telah 

tertuang dalam undang-undang  secara legal formal telah terwujud dengan 

baik, namun tidak menjelaskan secara detail syarat-syarat tersebut. Dalam 

undang-undang tersebut dijelaskan bahwa penyandang dsaibilitas tubuh tidak 

termasuk kategori gangguan kesehatan. Hal ini ditakutkan menimbulkan  

persepsi yang berbeda, malah menghambat hak politik untuk dipilih bagi 
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penyandang disabilitas. Sedangkan pada ranah  implementasi  ada beberapa 

hal yang menghambat penyandang disabilitas dalam mengakses hak-hak 

politik dalam pemilu diantaranya, aksesiblitas, SDM Penyandang disabilitas, 

dan lingkungan. 

Peneltian yang dilakukan oleh Hilmi hampir sama dengan penelitian ini. 

Objek peneltiaanya sama-sama mengkaji tentang penyandang disabilitas. 

Namun, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 

yaitu penelitian ini berfokus pada aksesibilitas penyandang disabilitas, 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hilmi berfokus pada pemenuhan 

hak untuk dipilih dan memilih bagi penyandang disabilitas. Lokasi penelitian 

juga berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Hilmi dilakukan di Provinsi 

Daerah Istirmewa Yogyakarta, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota 

Yogyakarta. 

Penelitian kesepuluh yang dilakukan oleh Ika Arinia Indriyany dengan 

judul, Pelayanan Publik Dan Pemenuhan Hak Difabel, “Studi Tentang 

Layanan Pendidikan Melalui Kasus Pemindahan Difabel Dari Sekolah 

Regular Ke Sekolah Luar Biasa Di Yogyakarta”.
20

 Penelitian ini membahas 

tentang bagaimana bentuk layanan pendidikan yang telah dipersiapkan oleh 

negara berkaitan dengan pemenuhan hak difabel. Penelitian ini bertujuan 

untuk menyadarkan para pemegang kekuasaan bahwa selama ini tugas 
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  Ika Arinia Indriyany, Pelayanan Publik Dan Pemenuhan Hak Difabel,   Studi Tentang 
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Biasa Di Yogyakarta  , Jurnal Inklusi, Vol. 2 No. 1, (Juni 2015). 1-20. 
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pemerintah tidak hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat 

khusus yang bisa berbeda dari biasanya yang melekat pada difabel.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah gagal dalam dua hal 

yang sangat mendasar, yaitu pertama, negara sebagai penyelenggara negara 

telah gagal menyediakan layanan pendidikan yang benar-benar mampu 

mengakomodasi kebutuhan difabel. Kedua, negara gagal menyediakan 

pemenuhan hak difabel. Namun layanan pendidikan inklusif ini seperti 

layanan setengah hati yang dilakukan oleh pemerintah. Impian membangun 

iklim pendidikan yang inklusif tidak dibarengi dengan kemauan negara untuk 

menerima sepenuhnya keberadaan difabel.   

Penelitian yang dilakukan oleh Ika hampir berbeda dengan penelitian ini. 

Meskipun objek penelitiannya sama-sama mengkaji tentang penyandang 

disabilitas. Namun, terdapat perbedaan dengan yang dilakukan oleh peneliti, 

yaitu penelitian ini berfokus pada aksesibilitas penyandang disabilitas, 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ika berfokus pada pemenuhan hak 

penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan. Lokasi penelitian juga 

berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Ika berlokasi di Provinsi DIY, 

sedangkan penelitian ini di Kota Yogyakarta. Fokus kajian penelitian ini juga 

berbeda, yaitu Pemilu Akses. 

Penelitian kesebelas yang ditulis oleh Fajar Vila Fadhila dengan judul, 

“Aksesibilitas Pemilu Inklusif Di Kota Yogyakarta Tahun 2019 Bagi Kaum 
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Disabilitas ”.
21

 Penelitian ini membahas tentang bagaimana aksesibilitas 

pemilu 2019 yang inklusif bagi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta. 

Karena pemilu merupakan capaian besar dalam kehidupan berdemokrasi di 

Indonesia. Oleh karena itu keterlibatan serta partisipasi masyarakat menjadi 

hal yang penting serta menarik untuk dijadikan objek penelitian khususnya 

masyarakat minoritas seperti kaum disabilitas. begitu pula dengan 

aksesibilitasnya. Karena derajat kemudahan difabel dalam menunaikan haknya 

untuk memilih, menjadi hal yang penting bagi pemilih difabel untuk 

berkontribusi atau tidak dalam pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus.  

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa KPU Kota Yogyakarta telah 

berupaya untuk meuwujudkan pemilu yang inklusif bagi penyandang 

disabilitas dengan melakukan beberapa hal, yaitu melakukan sosialisasi yang 

ramah difabel, penyediaan tempat pemungutan suara yang mudah dan 

terjangkau kaum difabel, dan surat suara bagi pemilih kaum difabel 

menggunakan template braile. Akan tetapi implementasinya ada beberapa 

hambatan yang harus dilalui seperti pembuatan surat suara menggunakan 

template braile yang menunggu surat suara dikelurkan oleh KPU pusat.    

Penelitian-penelitian tersebut membahas mengenai disabilitas, baik dari 

segi hak politik, aksesibilitas, partisipasi dan lain-lain. Namun, penelitian yang 

spesifik tentang aksesibilitas penyandang disabilitas dalam Pemilu 2019 di 
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Kota Yogyakarta, baru ada satu penelitian yang hampir sama dengan kajian 

peneliti. Penelitian tersebut dilakukan oleh Fajar Vila Fadhila dengan judul, 

“Aksesibilitas Pemilu Inklusif Di Kota Yogyakart Tahun 2019 Bagi Kaum 

Disabilitas ”.  Jika dalam penelitian Fajar mengkaji mengenai aksesibilitas 

dan pemilu inklusif dalam proses sebelum Pemilu 2019 di Kota Yogyakarta 

dengan menggunakan Buku Panduan Akses Pemilu PPUA Penca mengenai 

sarana aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas. Fajar melakukan 

penelitian mengenai aksesibilitas pada waktu sebelum pemilu yaitu masa 

sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta dan melakukan 

wawancara hanya dengan Komisioner KPU saja. Lain halnya dengan 

penelitian yang peneliti lakukan yang mengkaji tentang aksesibilitas pemilu 

2019 bagi penyandang disabilitas sejak masa sosialiasi pemilu hingga 

pelaksanaan Pemungutan suara. Peneliti juga menggunakan indikator PPUA 

Penca sebagai pedoman penilaian aksesibilitas dalam peneyelenggaran 

pemilu. Selain itu peneliti melakukan wawancara tidak hanya pada satu pihak 

saja, tapi banyak aktor dan stakeholder yang terkait (komprehensif), seperti 

KPU, Realawan Disabilitas, Pemilih Penyandang Disabilitas, Komunitas dan 

Pegiat Difabel, serta PPK. Jadi peneliti merasa memiliki cirri khas tersendiri 

dan sangat penting untuk diteliti. 

E. Landasan Teori 

Berdasarkan judul maupun rumusan masalah yang ditentukan, peneliti 

merasa perlu memaparkan kerangka teoritis sebagai alat analisis dalam 

penelitian, sebagai upaya untuk membantu mendeskripsikan, memahami, 
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serta menjelaskan. Maka peneliti meminjam beberapa teori yang cukup 

relevan dengan tema kajian. Beberapa aspek yang dibahas dalam penelitian 

ini yaitu, berkenaan dengan penyandang disabilitas dan Modul sebagai 

Pedoman Aksesibilitas yang dikeluarkan oleh Pusat Pemilihan Umum Akses 

Penyandang Cacat (PPUA-PENCA) dalam upaya penyelenggaraan Pemilu 

Akses bagi penyandang disabilitas.  

Penyelenggaraan pemilu terus berupaya memahami kebutuhan 

penyandang disabilitas dalam pemilu dan pemilihan. KPU terbuka dan 

membuka diri untuk membangun dialog dengan semua pemangku 

kepentingan, termasuk penyandang disabilitas dalam merumuskan teknis 

pelaksanaan pemilu dan pemilihan.
22

 Hal ini dilakukan guna mendorong 

patisipasi serta komitmen semua stakeholder bagi kemajuan dan pemenuhan 

hak-hak politik penyandang disabilitas melalui penyelenggaraan pemilu yang 

aksesibibel. Sedangkan jenis-jenis aksesibilitas bagi penyandang disabilitas 

menurut Modul PPUA-PENCA dibagi menjadi 3,yaitu Aksesibilitas Fisik, 

Aksesibilitas Non-Fisik, dan Akses ramah disabilitas.
23

  

No Variabel Indikator 

Keterangan 

Sesuai Tidak 

Sesuai 

1 Aksesibilitas 

Fisik 

TPS  dilokasi yang rata, tidak 

bertangga, tidak berbatu, tidak 

berumput tebal, dan tidak 

melompati parit 

  

Lebar pintu masuk 90 Cm  untuk 

memberi akses pengguna kursi roda 
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 PPUA-PENCA,   Modul Ringkas Pemilu Akses Bagi Penyandang Disabilitas  , 

(Jakarta: PPUA, PENCA, 2016). iii.  
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Ukuran tinggi meja bilik suara 75 

Cm dan berongga 

  

Tinggi meja kotak suara 35 cm agar 

mudah dijangkau oleh pengguna 

kursi roda 

  

Sediakan alat bantu coblos pemilih 

tuna netra di setiap TPS 

  

Sediakan formulir C3/ form 

pendampingan bagi pemilih 

disabilitas 

  

2 Aksesibilitas 

Non-Fisik 

Tuna Netra :  

Sediakan informasi Pemilu bentuk 

Audio (suara) dan huruf braille 

  

Tuna Rungu : 

Penggunaan bahasa isyarat 

Indonesia, tulisan berjalan 

(Running teks) 

  

3 Aksesibilitas 

Layanan 

Ramah 

Disabilitas 

Tuna Netra : Sentuh pundak atau 

tanganya saat hendak memulai 

pembicaraan, tawarkan kepadanya, 

apakah membutuhkan alat bantu 

coblos 

  

Tuna Rungu : tepuk bahunya, tatap 

wajahnya, berbicaralah dengan 

gerak mulut yang jelas, dan 

perlahan dia dapat membaca gerak 

bibir anda dan tidak perlu berteriak, 

berikan kode atau lambaikan tangan 

anda bila saat giliannya untuk 

mencoblos tiba 

  

Tuna Daksa : tawarkan bantuan apa 

yang dibutuhkan dan lakukan 

sesuai petunjuk. Bagi pengguna 

kursi roda untuk melewati tanggul, 

anda dapat membantu 

  

Tabel 1 Indikator Pemilu Akses PPUA PENCA 

 

Terlaksananya Pemilu Akses merupakan upaya pemerintah dalam 

menjamin hak politik penyandang disabilitas untuk memilih maupun dipilih. 

Hal tersebut sesuai dengan yang teretera pada beberapa regulasi, antara lain : 

Undang- Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil 
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Presiden, yaitu kemudahan akses bagi masayarakat termasuk penyandang 

disabilitas dalam menyalurkan partisipasi politik yang telah dijamin serta TPS 

yang mudah dijangkau. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang 

Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 Tentang Hak Politik Penyandang 

Disabilitas. Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 Pasal 25 ayat 2 Tentang 

TPS yang harus memberikan kemudahan akses bagi difabel. Perda DIY 

Nomor 4 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 13 tentang aksesibilitas kemudahan yang 

disediakan bagi penyandang disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan 

persamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.  

Menurut William Dunn tahapan dalam kebiajakan publik meliputi: 

Penyusunan Agenda (agenda setting), Formalisasi Kebijakan (policy 

formulation),  Legitimasi Kebijakan (policy adaption),  Implementasi 

Kebijakan (policy implementation) dan Penilaian Kebijakan (policy 

evaluation).
24

  Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada tahap implementasi 

kebiajakn publik. Karena implementasi dianggap sebagai wujud utama dan 

tahap yang paling menentukan dalam proses kebijakan.
25

 Berdasarkan 

perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh George 

C.Edwards III mengatakan bahwa implementasi kebijakan diperlukan karena 

adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan.
26

 Edwards III 
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 William Dunn,   Pengantar Analisis Kebijakan Publik  ,cet. Ke-5, (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2003), 24. 
25

  Samodra Wibawa,   Kebijakan Publik  , (Jakarta: Intermedia Jakarta, 1994), 15. 
26

 George C. Edwards III,   Implementing Public Policy  , (Washington D.C: Conressional 
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mengenalkan pendekatan implementasi kebijakan dengan mempertanyakan 

faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan 

implementasi suatu kebijakan melalui empat faktor, yaitu: Komunikasi, 

Sumber daya, Disposisi (Sikap/ Kecenderungan), serta Struktur Birokrasi.
27

 

Diantara keempat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan 

tersebut, maka peneliti berusaha memfokuskan pada satu faktor yang paling 

mendominasi atau memberikan andil besar (berokontribusi) dalam 

terselenggaranya pemilu akses yang kurang optimal di Kota Yogyakarta. 

Faktor sumber daya merupakan faktor yang paling berkontirbusi terhadap 

belum tercapainya standar pemilu akses berdasarkan PPUA PENCA.   

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

dengan menggunakan metode kualitiatif.  Penelitian ini berusaha mencari 

tahu tentang pengalaman, pendapat, perasaan, pengetahuan dan makna 

yang juga dijadikan suatu bahan bagi kebijakan.
28

 Pengalaman, pendapat, 

pengetahuan maupun makna didapat dari sejumlah individu maupun 

kelompok yang dalam hal ini adalah penyandang disabilitas dan komunitas 

pegiat disabilitas di Kota Yogyakarta yang menjadi peserta Pemilu 2019. 

Penelitian ini bersifat deskriptif sehingga dapat menjabarkan fakta-fakta 

yang ada dilapangan agar kemudian dapat digeneralisasikan sehingga 

                                                             
27

  Ibid., 9-10 
28

 Bagong Suyanto  dan Sutinah,   Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif 

Pendekatan   , (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2005), 186. 
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nantinya akan menghasilkan kesimpulan.
29

 Kesimpulan dalam penelitian 

ini memuat informasi rinci mengenai aksesibilitas pemilih penyandang 

disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kota Yogyakarta. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan orang yang merespon atau menjawab 

pertanyaan yang bersifat lisan maupun tulisan. Dengan kata lain, subjek 

penelitian disebut juga sebagai informan.
30

 Untuk menentukan siapa saja 

yang akan dijadikan sebagai informan, maka peneliti menggunakan teknik 

Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik pemilihan sampel 

berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih, karena 

ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.
31

 

Informan dalam penelitian ini merupakan informan yang dianggap 

mempunyani informasi mengenai pokok fungsi penelitian.bersedia 

dijadikan informan dan terlibat langsung dalam Pemilu 2019. Informan 

yang dipilih adalah sebagai berikut : 

a. Pemilih penyandang disabilitas yang mengikuti Pemilu 2019 di Kota 

Yogyakarta sejumlah delapan (8) orang. Terdiri atas 2 orang 

penyandang disabilitas netra, 2 orang penyandang disabilitas rungu 

dan wicara, 2 orang penyandang disabilitas daksa, dan 2 orang 

penyandang dsaibilitas grahita.  Mereka merupakan informan yang 
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  John W. Creswell, Research Design : Pendekatan Metode, Kulaitatif, Kuantitatif, Dan 

Campuran, keempat (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), 4-5. 
30

  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta : 

Rineka Cipta : 1998), 232. 
31

 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif : Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, 

(Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2010), 106 
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plaing penting, karena merupakan orang yang mendapatkan fasilitas 

serta layanan pemilu akses. 

b. Komisioner KPU Kota Yogyakarta sebagai lemabaga penyelenggara 

Pemilu 2019 di Kota Yogyakarta. Mereka memiliki informasi yang 

dibutuhkan karena sebagai pelaksana kebijakan dalam menjamin hak-

hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu. 

c. Relawan Basis Disabilitas sebagai relawan pendamping pemilih 

penyandang dsabilitas yang memberikan sosialisasi pendidikan 

pemilu. 

d. Komunitas Pegiat Disabilitas adalah sekelpompok yang orang 

terorganisir dalam satu kelompok dan memiliki fokus serta kepedulian 

terhadap penyandang dsaibilitas. Informan ini sebagai tambahan untuk 

melengkapi data yang diperlukan juga guna melakukan triangulasi 

data.   

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan guna memperoleh data 

yang dibutuhkan dalam penelitian. Hal ini diperlukan agar data-data yang 

dihasilkan lebih valid. Data yang dikumpulkan dapat berupa foto, 

dokumen, notulensi, angka-angka, hasil wawancara, hasil pengamatan 

langsung dan lainnya yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Tanpa 

mengetahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 
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mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan
32

. Adapun 

Penelitian dilakukan pasca Pemilu 2019 selesai, sehingga observasi 

lapangan tidak dilakukan. Namun, guna mendukung dan memperoleh data 

yang valid dalam penelitian ini, maka teknik pengambilan data yang 

dilakukan oleh peneliti sebagai berikut : 

a. Wawancara  

Wawancara merupakan sebuah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan 

atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana 

pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial 

yang relatif lama.
33

 Peneliti melakukan wawancara secara 

langsung dengan bertatap muka dengan informan yang telah 

ditentukan. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat melihat 

keseriusan maupun kepastian jawaban dari informan yang 

diwawancarai. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara 

via handphone dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan 

untuk bertemu dengan informan yaitu jarak dan kondisi 

kesehatan maka peneliti memanfaatkan media sosial 

                                                             
32

  Sugiyono, Metode Peenlitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung :Alfabeta, 

2013), 308. 
33
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Whatsapp. Ini juga dilakukan karena ada beberapa informan 

yang memilih untuk wawancara melalui media sosial.  

Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara 

terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang 

sebagian besar jenis-jenis pertanyaannya telah ditentukan 

sebelumnya, termasuk urutan yang ditanya dan materi 

pertanyaannya.
34

 Ini dilakukan agar dapat mengontrol dan 

mengatur pokok bahasan yang dimaksud sehingga 

pembicaraan tidak melebar dan peneliti tidak melewatkan 

pertanyaan yang penting.  Selain itu bertujuan untuk 

memudahkan dalam pencatatan maupun pengolahan data.  

Adapun informan yang peneliti wawancarai berjumlah 16 

orang dengan rincian sebagai berikut: tujuh orang pemilih 

penyandang disabilitas yang mengikuti Pemilu 2019 di Kota 

Yogyakarta, tiga orang berasal dari KPU Kota Yogyakarta, 

yaitu: Divisi Sosialiasi, Kepala dan staf PPID, dua orang PPK, 

satu orang Relawan Basis Disabilitas, satu orang dari PPK, 

satu orang dari PPS, dan satu orang aktivis atau pegiat 

komunitas difabel. 
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b. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah 

catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
35

 

Dokumentasi yang peneliti lakukan guna memperoleh data 

mengenai pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan 

hak pilihnya di wilayah Kota Yogyakarta dengan mencari data 

baik berupa foto, catatan, transkip, buku, surat kabar, buku 

pedoman, materi paparan, majalah, notulensi rapat, agenda, 

dan dokumen-dokumen lainnya.  

Selama proses penelitian, peneliti telah mengumpulkan 

berbagai dokumen yang menunjang pokok-pokok penelitian 

yang dilakukan. Peneliti mengumpulkan dokumen baik berupa 

file, contoh surat suara, buku pedoman pemilu yang digunakan 

oleh relawan basis dalam melakukan sosialiasi kepada pemilih 

penyandang disabilitas, foto, template braile, catatan-catatan, 

surat kabar, website, dan data mengenai pemilih penyandang 

disabilitas. Data-data dokumentasi tersebut diberikan oleh 

KPU Kota Yogyakarta, Relawan Basis Disabilitas Kota 

Yogyakarta, PPK, PPS, Pemilih Penynandang Disabilitas serta 

Komunitas Pegiat Disabilitas di Kota Yogyakarta. 
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4. Teknik Analisia Data 

 Analisa data data dilakukan untuk mendapatkan makna dari data 

yang telah peneliti kumpulkan. Menurut Sugiyono, analisis data 

merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan 

ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain.
36

  

 Data-data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian berupa hasil 

observasi wawancara, dan dokumentasi harus dianalisis. Langkah-

langkah analisis data menurut Creswel adalah :
37

 Pertama, mengolah 

dan mempersiapkan data yang ada. Kedua, mambaca semua data yang 

diperoleh. Ketiga, melakukan koding data dengan cara membaca 

semua transkip untuk menangkap gagasan inti, mencatat gagasan yang 

tertuang berdasarkan hasil transkip, membuat daftar topik yang sudah 

diperoleh agar memudahkan dan dapat meilhat apakah ada yang luput 

dari pengamatan, kemudian membuat frasa untuk menggambarkan 

suatu topik. Keempat, menerapkan proses koding. Kelima, 
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menunjukan deskripsi dan tema-tema yang akan disajikan. Keenam, 

membuat intrepretasi dalam penelitian. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

   Penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika 

pembahasan sebagaimana yang diwajibkan secara normative dalam 

penulisan karya ilmiah. Secara keseluruhan pembahasan dalam  

penelitian ini terdiri dari lima bab. Berikut adalah rincianya : 

  Bab satu merupakan pendahuluan yang berisikan  latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 

pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

  Bab dua merupakan  profil KPU Kota Yogyakarta, Kedudukan KPU 

Kota Yogyakarta, visi misi,  tugas dan wewenang, data demografi 

penduduk penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta, strategi KPU Kota 

Yogyakarta dalam upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas 

  Bab tiga merupakan merupakan gambaran tentang aksesibilitas 

penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu 2019 di Kota 

Yogyakarta berdsarkan standar PPUA-PENCA yang dibagi menjadi 3 

indikator, yaitu aksesibilitas fisik, aksesibilitas non-fisik, dan akses 

layanan ramah disabilitas. 

  Bab empat merupakan hasil analisa implementasi kebijakan Pemilu 

Akses 2019 di Kota Yogyakarta bagi penyandang disabilitas. Dalam bab 

ini menjelaskan faktor yang paling berpengaruh terhadap pemilu akses 



36 
 

 
 

yang belum optimal, meliputi:  sumber daya manusia, sumber daya 

anggaran, sumber daya sarana dan prasarana, serta kewenangan.  

Bab lima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan 

rekomendasi dari peneliti. 
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BAB V  

KESIMPULAN  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  uraian yang telah dikemukakakan dalam pemaparan 

diatas, maka penelitian yang berjudul “Implementasi Pemilu Akses di Kota 

Yogyakarta” ini.  menyimpulkan  beberapa hal sesuai dengan rumusan  

masalah yang ditentukan : 

1. Dalam upaya meningkatkan pemenuhan hak penyandang disabiltias 

dibidang politik, maka negara dalam hal ini telah membuat kebijakan-

kebijakan guna mengakomidir hak-hak penyandang disabilitas sebagai 

berikut : 

a. Undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan presiden 

dan Wakil Presiden 

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-

Hak Penyandang Disabilitas 

c. Undang-Undang Nomor 8  Tahun 2016 Tentang Hak Politik Bagi 

Penyandang Disabilitas 

d. PKPU Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Alat Bantu Bagi Tunanetra 

e. PERDA DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pemenuhan Dan 

Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. 
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Kebijakan KPU Kota Yogyakarta dalam  upaya 

menyelenggarakan Pemilu 2019 yang aksesibel bagi penyandang 

disabilitas yang ada di Kota Yogyakarta sesuai dengan Perda DIY 

Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak 

penyandang disabilitas. Dimana KPU Kota Yogyakarta selaku 

pemangku kebijakan telah berupaya mengakomodir hak-hak politik 

penyandang disabilitas, baik itu hak untuk ikut berpartisipasi dalam 

Pemilu sebagai pemilih maupun partisipasi dalam keanggotaan 

relawan pemilu. hak untuk memperoleh layanan aksesibilitas fisik, 

non fisik, maupun akses layanan ramah disabilitas.  

Namun, disamping itu masih  ditemui beberapa kendala 

dilapangan terkait penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kota 

Yogyakarta. Kendala yang ditemui bisa dibagi menjadi dua Janis 

yaitu kendala pra pemilu dan kendala saat hari pencoblosan.  

Pertama, kendala saat pra pemilu banyak ditemui yaitu persiapan 

saat sosialisasi yang kurang dari KPU Kota Yogyakarta, 

keterlambatan  alat bantu untuk sosialisasi, petugas lapangan yang 

belum memahami tentang perspektif disabilitas, sosialisasi yang 

tidak merata ke semua penyandang disabilitas. 

Ditahap penyelenggaraan pemilu yaitu hari pencoblosan, 

kendala yang dihadapi oleh penyandang disabilitas adalah masih 

ada beberapa TPS yang kurang akses baik untuk penyandang 

disabilitas netra, rungu wicara, daksa, maupun grahita.  Untuk 
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penyandang disabilitas daksa masih ditemui lokasi TPS yang 

memiliki bangunan bertangga dan licin. Penyandang disabilitas 

netra merasa ukuran kertas suara yang terlalu lebar dan tidak 

sebanding dengan ukuran bilik suara, sehingga menyulitkan 

mereka saat akan melipat kertas suara. Penyandang disabilitas 

rungu wicara saat mencoblos di TPS mendapatkan pelayanan yang 

kurang ramah terhadap mereka, karena KPPS memberlakukan 

mereka sama dengan orang non disabilitas. Sedangkan untuk 

penyandang disabilitas grahita merasa minimnya sosialisasi tentang 

pemilu sehingga mereka kurang memahami  layanan pemilu akses 

bagi penyandang disabilitas grahita baik pendamping dari pihak 

keluarga maupun petugas lapangan.    

Dari uraian diatas, secara keseluruhan tesis ini berargumen 

bahwa Implementasi Kebijakan KPU Kota Yogyakarta dalam 

upaya menyelenggarakan Pemilu 2019 yang aksesibel bagi 

penyandang disabilitas yang ada di Kota Yogyakarta belum 

optimal. Hal ini terjadi karena faktor sumber daya yang belum 

memadai, baik itu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, 

sumber daya sarana dan prasarana serta kewenangan. 
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B. Saran dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara 

keseluruhan terkait aksesibilitas penyandang disabilitas dalam 

penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kota Yogyakarta, berdasarkan standard 

PPUA PENCA sudah baik, namun, penerapan implementasi dibeberapa 

tempat perlu ditingkatkan lagi.  Oleh karena itu, peneliti telah merangkum 

beberapa saran dan rekomendasi yang dapat menjadi masuka, antara lain : 

1. Dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang 

disabilitas harus dilakukan secara kolektif dari berbagai pemangku 

kebijakan dan elemen masyarakat., seperti : KPU RI, KPU DIY, 

KPU Kota Yogyakarta, Dinas Sosial, Dukcapil, BPS, Kelurahan, 

RW, RT, Komunitas dan pegiat difabel, masayarakat. 

2. KPU Kota Yogyakarta lebih konsisten dalam upaya mengakomodir 

hak-hak penyandang disabilitas dan penyelenggaraan pemilu akses. 

3. KPU Kota Yogyakarta lebih meningkatkan sosialisasi pendidikan 

pemilih kepada para penyandang disabilitas secara merata, baik 

yang aktif tergabung dalam komunitas difabel maupun difabel yang 

tidak tergabung dalam organisasi / komunitas.   

4. KPU DIY dan Kota Yogyakata, lebih melibatkan partisipasi 

penyandang disabilitas, memperhatikan peran serta dan masukan-

masukan dari mereka. 
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5. KPU Kota Yogyakarta harus bekerjasama dengan stakeholder lain 

dalam hal pemutakhiran data pemilih penyandang disabilitas dalam 

kepesertaan pemilu.  

6. KPU Kota Yogyakarta harus memberikan Bimbingan Teknis 

secara memadai kepada para petugas lapangan, baik itu PPK, 

PPS,KPPS, serta Relawan Basis Disabilitas agar mereka lebih 

memahami tentang perspektif disabilitas. 

7. Penyandang disabilitas dan keluarga diharapkan agar berperan serta 

secara aktif dan kooperatif dalam menyukseskan program 

pemerintah, termasuk dalam hal pendaatan pemilih. 

8. Bagi masayarakat umum diharapkan agar dapat berperan serta 

dalam upaya mengimplemntasikan pemilu akses bagi penyandang 

disabilitas di Kota Yogyakarta. 
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